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ABSTRAK

Nama : Nispu Ramadhan
Nim : 1810100005
Jurusan : Ahwal Al Syaksiyah

Judul Skripsi : Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam
Mendamaikan Kasus Pereceraian di Pengadilan
Agama Kota Padang sidimpuan.

Mediasi adalah suatu cara Pengadilan Agama untuk memberikan
konsultasi kepada pihak yang berperkara. Mengingat dikeluarkannya
PERMA No 01 Tahun 2016 vyaitu mediasi merupakan cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para
pihak dengan dibantu oleh hakim mediator. Mediasi bukanlah terjaminnya
perceraian tidak akan terjadi, akan tetapi  membantu pihak yang
berperkara tidak akan bercerai. Dengan adanya mediasi seluruh pengadilan
agama yang berwenang dikekuasaan peradilan tinggi negeri mengharuskan
adanya mediasi di dalam persidangan

Pembahasan dari peneltian ini  berkaitan dengan mediasi.
Sehubungan dengan itu disertakan pembahasan mengenai tentang
efektifitas Hukum, pengertian hakim, dasar hukum hakim, tugas dan
wewenang hakim mediator, tujuan dan manfaat mediasi, fungsi mediator
dan peranan mediator, persyaratan mediator, dan pedoman prilaku hakim
mediator.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui efektivitas
upaya hakim mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di
Pengadilan Agama kota padang sidimpuan. Kemudian jenis penelitian
yang dipakai adalah penelitian Kkualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara,
mendiskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya
dari kepustakaan dan hasil wawancara sehingga berkaitan dengan
efektivitas upaya hakim mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di
Pengadilan Agama kota padang sidimpuan. Metode pendekatan penelitian
ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu menganalisis permasalahan
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder)
dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Hasil dari penelitan ini adalah tingkat efektivitas upaya hakim
mediator dalam mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan dapat dikategorikan belum efektif secara maksimal
dengan melihat begitu banyak perceraian terjadi di Pengadilan Agama
Kota Padang sidimpuan. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah
faktor internal: yaitu karena peraturan yang mengatur mediasi dengan
waktu vyang terbatas, faktor pelaku atau penegak hukum, yaitu
keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugasnya dari segi
mentalitas dan kepribadian. Faktor adat yaitu pihak yang berperkara
mengajukan perkara hanya untuk mengambil legalitas perceraian.

Kata Kunci : Efektivitas, Hakim Mediator, Mediasi
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1. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan hurup dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan hurup, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain

dilambangkan dengan dengan latin.

Huruf Nama Huruf

Arab Latin Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

< Tsa S es (dengan titik di
atas)

z Jim J Je

z ha H Ha(dengan titik  di
bawah)

z Kha Kh kadan ha

2 Dal D De

3 Zal z zet (dengan titik di
atas)

J Ra R Er

D Zai Z Zet

o Sin S Es




o Syin Sy es dan ye

o= Sad S S (dengan titik di
bawah)

o= Dad D de (dengan titik di
bawah)

L Ta T te  (dengan titik di
bawah)

L Za z zet (dengan titik di
bawah)

¢ ‘ain . Koma terbalik di atas

¢ Ghain G Ge

— Fa F Ef

S Qaf Q Ki

i Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

8 Nun N En

B) Wau W We

° Ha H Ha

e Hamzah ", Apostrof

¢ Ya Y Ye

Vi




2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai

berikut;
Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah A A
— Kasrah I I
K Dommah U U

Vokal Rangkap adalah vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya

a.
berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf
Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf
g Fathah dan ya Ai adani
3. Fathah dan wau Au adanu

b. Maddah adalah vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harkat dan Nama Huruf dan nama
huruf tanda
TR Fathah dan alif a A dan garis atas
atau ya
< . Kasrah dan ya 1 | dan garis di
bawah
s Dommah dan u U dan garis di
wau atas

vii



3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah /h.
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J' . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang
dilkuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai  dengan
bunyinya, vaitu huruf /V diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan

yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

viii



6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap Kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan
dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin,
Cetakan Kelima, 2003 Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur
Pendidikan Agama,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hakim merupakan profesi yang paling mulia sejak pertama kali ia
disumpah maka ia berhak mendapat gelar “yang mulia” bahkan umumnya
penegak hukum menyebutnya sebagai wakil tuhan dimuka bumi. Karena pada
dasarnya keputusannya nasib seseorang ditentukan, sehingga pada hakikatnya
seorang hakim merupakan kepanjangan-tangan Tuhan untuk menetapkan
suatu hukum.’

Sebagai salah satu impelementasi dari wakil tuhan dimuka bumi, maka
pada setiap pembukaan dalam putusan hakim wajib mencantumkan kalimat
“‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, khusus untuk
Pengadilan Agama, lafadz Agung dari lafadz Basmallah pun harus
dicantumkan. Tanpa kalimat tersebut, putusan hakim tidak mempunyai nilai
apa-apa atau executable.

Sebagai seorang hakim harus menjalankan tugas/fungsinya yaitu
memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan padanya
tidak ada celah baginya untuk menolak dengan dalih bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas (pasal 10 ayat 1 UU 48 Tahun 2009). Dalam menjalankan
fungsinya tersebut seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga

! Fahadil Amin Al-Hasan,. Hakim Pengadilan Agama Antara Hakim di Mata Hukum dan
Ulama di Mata Ummat (Bandung: Lubuk Agung, 2010)., him. 1.



tercapailah tujuan dari penegak hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan
adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kewenangan hakim dipengadilan agama sebagaimana dalam pasal 49s/d
53 UU No. 7 Tahun 1989 Hakim Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara  ditingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadagah dan ekonomi syariah.
Berdasarkan data maka perkara yang paling banyak diselesaikan di PA adalah
perceraian pasal 66 ayat (1) dan (2), pasal 73 ayat (1) UU 7/1989 pada pasal
ini menjelaskan yaitu suami mengajukan permohonan untuk mengadakan
sidang guna menyaksikan ikrar talak ke Pengadilan Agama.

Seorang hakim sebelum mememeriksa perkara didalam persidangan,
maka seorang hakim terlebin dahulu menawarkan mediasi. Mediasi adalah
merupakan penyelesaian sengketa dengan proses perundingan  untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Mediator adalah
hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral
yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagali
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian.

Upaya hakim mediator dalam usaha menyelesaiakan perkara tersebut
secara damai adalah penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat

baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari



keadilan.? Proses perdamaian terhadap sengketa perkawinan di Pengadilan
Agama merupakan tahapan persidangan yang harus dilaksanakan oleh pihak
pengadilan, proses perdamaian itu ialah mediasi yang merupakan cara
penyelesaian perkara dengan cara berunding untuk memperoleh kesepakatan
dari para pihak.

Didalam AlFQur’an juga memerintahkan bahwa orang yang
bersengketa harus didamaikan sebagaimana firman Allah dalam surah An-
Nisa’:35
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dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.®

Hakam dalam ayat ini adalah juru pendamai. Didalam Tafsir Al-Umm
dijelaskan bahwasanya Imam Syafi’i berkata “Allah SWT Mahatau apa yang
dimaksud dengan khawatir terhadap persengketaan yang apabila kondisi itu
menimpa suami-isteri, mereka diperintahkan untuk mengirim seorang juru

damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga isteri. Allah

SWT  mengizinkan untuk mendamaikan pasangan suami-isteri yang nusyuz.

2 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2002), him. 35.

® Depertemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV
Darus Sunnah, 2016), cet ke-16, an-Nisa’ ayat 35



Rasulullah  SAW menyunnahkan hal itu. Beliau juga mengizinkan untuk
memukul isteri yang nusyuz dan untuk melakukan khulv’ jika mereka berdua
khawatir tidak menegakkan hukum Allah SWT.

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai disaat khawatir akan
terjadinya pertengkaran antara suami-isteri, mengindikasikan bahwa hukum
yang berlaku atas mereka berbeda dengan dengan hukum yang dikenakan
pada pasangan suami-isteri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya
keretakan hubungan suami isteri adalah bila sikap keduanya sama-sama
memperlihatkan permusuhan, suami tidak memberikan sinyal perdamaian,
tidak pula perceraian, dan istri tidak memenuhi haknya dan tidak pula
memberikan tebusan. Dalam kondisi ini, suami hendaknya mengutus seorang
juru damai dari pihak keluarganya, begitu pula dengan isteri. Kedua juru
damai tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaaan pasangan suami-isteri.

Suami isteri  memberikan wewenang kepada masing-masing juru
damai untuk mempertahankan pernikahan atau menceraikan mereka, bila itu
yang terbaik. Imam Syafi'i menambahkan bahwa hakim tidak boleh mengutus
dua orang juru damai tanpa kerelaan pasangan suami-isteri. Dan ditegaskan
oleh Ali bin Abi Thalib bahwa juru damai tidak lain adalah wakil dari suami
dan isteri yang bertugas memusyawarahkan apakah pasangan tersebut
sebaiknya tetap bersama atau bercerai. Seandainya persengketaan itu terjadi

kembali, mereka bedua kembali mengutus dua orang juru damai, ini bukan



berarti yang pertama lebih utama dari pada yang kedua, karena urusan mereka
sama saja, baik sekali, dua kali, atau lebih dari itu.*

Mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses
mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang
ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani suatu
perkara dan menjadi katasilator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi
konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar
persengketaan mereka.’

Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil, hakim juga harus
melihat alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian.
Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam penjelasan
pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan juga dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama atau PERMA
maka mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dasar hukum dari PERMA Mediasi ini sendiri adalah ketentuan pasal-pasal

4 Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran Tafsir Imam Syafi’i Surah An-Nisa’ dan Surah
Ibrahim (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2007).,him. 137-139

5 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Persefektif Hukum Syariah, Adat, dan Hukum
Nasional. (Jakarta:Kencana, 2009)., him. 7



130 HIR/Pasal 254 RGB dimana diatur adanya proses perdamaian dan melalui
perma mediasi maka mediasi menjadi diintegrasikan kedalam prosedur
berperkara dipengadilan.®

Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama jika masalah
rumah tangga itu semakin rumit sehingga tidak dapat diperbaiki lagi maka
seorang suami isteri butuh bimbingan vyaitu berupa nasehat-nasehat atau
pencerahan kepada suami dan isteri agar supaya permasalahan rumah tangga
mereka dapat membaik. Dan untuk memberikan nasehat dan pencerahan ini
dibutunkan orang yang bijak, dan cerdas dalam memberikan upaya kepada
suami dan isteri agar tetap bertahan dalam hubungan mereka yaitu disini
berperan sebagai penasehat ialah hakim mediator didalam lembaga pengadilan
agama. Tugasnya antara lain menyatukan kembali suami dan isteri yang
sedang dalam memiliki masalah dalam keluarga.

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP). Dan intruksi presiden RI. Nomor 1.
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh
keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan
Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI disebutkan bahwa
perkawinan dapat putus karena (1.) kematian, (2.) Perceraian, (3.) atas putusan
Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat
terjadi karena talak berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (PA) setelah Pengadilan Agama

® https//WWW. Google. Com/ Mengenal Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan 12-04-2021 pukul 12;00.
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tersebut berusaha dan tidak Dberhasil mendamaikan kedua belah pihak,

perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1.) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;

2.) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya;

3.) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4.) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

5.) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri,

6.) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

7.) Suami melanggar taklik talak dan;

8.) Peralihan agama atau murtad yang meyebabkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga.’

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat adalah

merupakan perbuatan kekerasan. Secara teori kekrasan berarti suatu tindakan

" Atbanur Rasyid “Historisitas ~ Aturan dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-
Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-negara Muslim” , dalam Jurnal El-Qanuniy:
Jurnal llmu-limu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol 7, Nomor 2 Tahun 2021



yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih kuat
(atau lebih tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang
berposisi secara lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan
lemah), bersarankan kekuatannya-baik fisik maupun non fisik yang superior,
dengan kesengajaan untuk dapat menimbulkan rasa derita dipihak yang tengah
menjadi  objek kekerasan tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa
kekerasan adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun
integritas mental fisikologis seseorang. Pada umumnya kekerasan yang
bersifat pada fisik bisa berbentuk pemerkosaan terhadap perempuan baik di
luar maupun di dalam rumah (marital rape).®

Syariat Islam mewajibkan kita untuk memahami nilai-nilai keagamaan
dalam perkawinan agar tidak terjadi perceraian, kita mengetahui apa-apa saja
tugas suami dan isteri menurut Islam maka kita akan bisa menggapai rumah
tangga sakinah mawaddah dan warohmah. Dalam Islam telah diatur
sedemikian rupa tentang tugas dan wewenang hak dan kewajiban suami isteri
dalam Islam. Adapun hak bersama suami isteri dalam Islam sebagai berikut:
suami isteri berkewajiban untuk menjadikan rumah tangga tersebut menjadi
mawaddah dan rohmah.® Maka dari itu jika tidak dilaksanakan kewajiban
suami dan isteri maka akan timbul perceraian yang berujung diselesaikan di

Pengadilan Agama dan tugas mendamaikan tersebut adalah hakim mediator.

® Ikhwanuddin Harahap “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Gender
dalam Jurnal Al-Magasid: Jurnal limu-limu Kesyariahan Pranata Sosial Vol. 4, Nomor 1 Tahun
2018, him. 16

® Mustafid, “Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial
masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan, dalam Jurnal EI-Qanuniy: Jurnal lImu-lImu
Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 7, Nomor 1 Tahun 2021, him. 110



Oleh sebab itu hakim mediator didalam mediasi sangatlah berperan
dalam upaya menenangkan kedua belah pihak antara suami dan isteri agar
tidak bercerai. Dalam hasil observasi peneliti melihat  hakim mediator
memberikan nasihat kepada suami dan isteri, agar kedua belah pihak tidak
bercerai. Disinilah upaya hakim mediator dalam mediasi mendamaikan kedua
belah pihak agar suapaya tidak bercerai, dan upaya yang dilakukan oleh hakim
mediator dalam mediasi memberikan gambaran umum terhadap suami dan
isteri apabila telah melangsungkan perceraian, bagaimana nasib anaknya,
bagaimana setelah bercerai dipandang masyarakat, maka akan lebih buruk
dipandangan masyarakat.

Lalu setelah bercerai bersosialisasi dengan masyarakat pun akan lebih
sempit karena bahwasanya dipandangan masyarakat status suami dan isteri itu
sudah jelek, maka dari itu perceraian ini adalah menimbulkan banyak
kemudhratan didalamnya, yaitu antara lain hadanah anak, nafkah isteri yang
diceraikan, dan pandangan masyarakat, maka dari itu upaya hakim mediator
sangatlah penting dalam mediasi mendamaikan suami dan isteri agar tidak
berceral.

Pengadilan Agama kota Padang sidimpuan dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1957. Pengadilan Agama kota Padang
sidimpuan terbentuk setelah Pengadilan Agama sibolga sebagai keresidenan
tapanuli. Pada tahun 1950 setelah keresidenan, tapanuli menjadi tiga daerah
wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan, maka

masing-masing wilayah dibentuk Pengadilan Agama Sibolga untuk kabupaten
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Tapanuli Tengah, Pengadilan Agama kota Padang sidimpuan untuk Tapanuli
Selatan, dan Pengadilan Agama Balige untuk Tapanuli Utara.*°

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima,
memeriksa, mengadili, memutus dan  menyelesaikan perkara-perkara
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakat dan shodagoh diantara orang-
orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan pengadilan Agama
sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia
telah memiliki kewenangan baru sejak telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai wewenang baru sebagali
bagian dari yuridiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima,
memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang Ekonomi
Syariah.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul ini dengan beberapa
alasan vyaitu, karena ingin mengetahui sejaun mana cara hakim mediator dapat
mendamaikan kasus perceraian antara dua orang suami dan isteri agar tidak
bercerai maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul (Efektivitas Upaya
Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama

Kota Padang sidimpuan)

19 http://pa Padang sidimpuan.go.id Pengadilan Agama Padangsidempuan diupload 05-
maret-2018 jam 21:50


http://pa/

11

B. Batasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang
dipakai atau yang digunakan dalam judul pembahasan penelitian ini, maka
penulis akan menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya sesuai
dengan masalah yang akan dibahas yaitu:
1. Efektivitas
Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian
mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu
perbuatan.  Efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu
ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.
Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran
yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting
perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan
kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.'
2. Upaya
Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Il Tahun
2003 adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan,
mencari jalan keluar. Menurut Poerwadarminta (1991:574), Upaya adalah

usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar.

1 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Jakarta : Bumi Aksara,
2007), him. 61.
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3. Hakim Mediator
Hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki
sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian. Hakim Mediator memiliki peran dalam suatu proses
mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang
ditampilkan oleh hakim mediator. la berperan aktif dalam menjembatani
sejumlah pertemuan antara para pihak. Desaian pertemuan, memimpin dan
mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan
menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama
yang harus dimainkan oleh Hakim Mediator'?
4. Mediasi
Mediasi adalah merupakan penyelesaian sengketa dengan proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh
mediator. Seorang hakim memeriksa perkara di dalam persidangan, maka
seorang Hakim terlebih dahulu menawarkan Mediasi. Dengan adanya
mediasi  seluruh  Pengadilan Agama yang berwenang dikekuasaan
Peradilan Tinggi Negeri mengharuskan adanya Mediasi di dalam

persidangan. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

12 syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
(Jakarta: Kencana Pranada Media, 2011), hlm. 77
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disebutkan bahwa yang dimaksud mediasi adalah proses pengikut sertaan

pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisinan sebagai penasehat.’?

5. Perceraian

Dalam istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau

lkatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Dalam
syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti
pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam
figih Islam, perceraian atau talak berarti (bercerai lawan dari berkumpul).
Kemudian ini dijadikan istilah ahli figih yang berarti perceraian antara
suami-isteri.*

6. Pengadilan Agama
Pengadilan Agama adalah merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di
Indoneia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil
mendapat awalan per- dan akhiran —an, yang berarti sesuatu yang ada
hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.’® Dalam bahasa
Arabnya dikenal dengan istilah al gadla. Dalam istilah ini secara
etimologis dalam AlFQur’an mempunyai bermacam arti Bisa berarti
mengakhiri atau menyelesaiakan, menunaikan dan bisa juga berarti

memerintahkan.

¥ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), him. 640

14 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1993), him. 6

15 poewardarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), him.
15
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah peneliti
paparkan diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini,

yaitu:

1. Bagaimana efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan kasus
perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan?
2. Apa kendala dan tantangan Hakim Mediator dalam mendamaikan
perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan?
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan
kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan Hakim Mediator dalam
mendamaikan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.
E. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang
yaitu secara teoritis dan praktis:
1. Secara teoritis : orang-orang yang diharapkan membacanya dan apa
manfaat untuk mereka.
Penelitian ini  sebagai kajian anak hukum untuk menambah
wawasan serta pengembangan ilmu kajian tentang hukum mengenai

efektivitas upaya hakim mediator dalam mendamaiakan kasus perceraian,
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serta sebagai kajian bagi penreliti yang akan meneliti yang sama temanya

sebagai bahan pertimbangan atau penelitian terdahulu.

2. Secara Praktis: hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam
pengambilan keputusan.

a. Bagi peneliti yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar
memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syaksiyah Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padang sidimpuan

b. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan
rujukan serta bahan Kkajian dan penunjang dalam pengembangan
penelitian terdahulu.

c. Untuk peneliti dan untuk kita semua agar lebih mengetahui dan
memahami bagaimana upaya Hakim Mediator dalam  mendamaikan
kasus perceraian yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang
telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil

penelitian terdahulu, peneliti menemukan bebrapa hasil penelitian yang
melakukan pendekatan evektivitas upaya hakim mediator dalam mediasi
mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

1. Abdul Rahman Almandii dalam skripsinya berjudul: “Efektivitas
Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan, dalam penelitian Abdul Rahman Almandili penulis
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melihat lebih fokus kepada peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun
2016 dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan.®

2. Alimuddin Pulungan dalam skripsinya berjudul Efektivitas Perma No. 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Terhadap sengketa Perceraian di
Pengadilan Agama Penyabungan. Penelitian yang dilakukan oleh
Alimuddin Pulungan lebih terfokus kepada PERMA No 1 tahun 2008
tentang prosedur mediasi terhadap sengketa perceraian di Pengadilan
Agama Penyabungan.!’

Sedangkan menjadi fokus masalah penelitian yang peneliti
lakukan adalah Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dengan melihat
sejaun mana upaya hakim mediator mendamaikan kasus perceraian di
Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.  Serta melihat gambaran-
gambaran apa yang diberikan hakim mediator kepada kedua pihak dalam
mendamikan Kkasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota
Padang Sidimpuan

Kesimpulan yang didapatkan dari peneliti awal adalah bahwa
proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan sudah efektif hanya saja

perceraian tidak dapat menutup kemungkinan semakin bertambah, karena

16 Abdul Rahman Almandili, Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Mahkamah Agung
Nomor. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa waris di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan

17 Alimuddin Pulungan Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
Terhadap sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Penyabungan
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proses mediasi yang tidak berhasil bukan penyebab dari banyaknya
perceraian, kemudian peneliti kedua mediasi yang dilakukan tidak efektif
karena melihat tingkat perceraian lebin banyak dari pada perdamaian.
Sedangkan penelitian yang saya lakukan mediasi di Pengadilan Agama
Kota Padang Sidimpuan tidak efektif dengan melihat faktor yang
mempengaruhinya yaitu faktor hukum: karena peraturan yang mengatur
proses mediasi dengan waktu yang terbatas.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis
membuat sistematika pemhasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Penelitian Terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori, yang terdiri dari kajian teori yang
mencakup Efektivitas Hukum, Pengertian Hakim, Dasar Hukum Hakim,
Tugas dan Wewenang Hakim Mediator, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Fungsi
Mediator dan Peranan Mediator ,Persyaratan Mediator, Pedoman Prilaku
Hakim Mediator.

Bab tiga adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi, dan
waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, tekhnik
pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik penjamin keabsahan

data.
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Bab empat adalah hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan yang
meliputi  efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mediasi mendamaikan
kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Bab lima merupakan bab terakhir, penutup dari skirpsi yang mencakup

kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori

1. Efektifitas Hukum

Secara istilah, Efektivitas berasa dari kata effectiveness yanga artinya
berhasil. Efektivitas mengandung arti keefektivan dalam efek
keberhasilan atau kemanjuran. Persoalan efektivitas hukum mempunyai
hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan
penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.
Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan
sosiologis, keefektivitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana
aturan hukum yang ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagai
besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan
aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Efektivitas selalu terkait
dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai.'®

Menurut Hans Kaben, jika berbicara tentang efektivitas hukum,
dibicarakan pula validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-
norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan
yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus

mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum

18 Fatahuddin Aziz Siregar dan Dermina Dalimunthe, Efektivitas Perda Minuman Keras,
dalam Jurnal El-Thawalib: Jurnal limu-llmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 2, No. 4 tahun
2021 , him. 208-209
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berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma
hukum itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.*®

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari
pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
tegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut
pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Soekanto penegak hukum adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah dan/atau norma
hukum yang mengejawantah dalam sikap tindak untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan
masyarakat. Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman prilaku dalam hubungan hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara

lain:2°

1 Nur Fitryani Siregar “Efektivitas Hukum” dalam Jurnal llmu Pengetahuan dan

Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2 Tahun. 2018 him. 2
20 Trianah Sofiani, Saif Askari, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal
Punishment di Sekolah dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020 him. 231



21

1. faktor hukumnya sendiri
Menurut Friedman, faktor ini disebut dengan substansi hukum
(legal substance) substansi hukum adalah aturan, norma dan pola
prilaku nyata yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum
adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk
putusan pengadilan.
2. Faktor penegak hukum
Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah pihak-pihak
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap
penegak hukum, yang memiliki kewenangan menjalankan perintah
dari peraturan perundang-undangan dibidang masing- masing.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat
berupa tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampll,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup
dan lain-lain.?!. Jika fasilitas pendukung tidak memadai, maka
mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan
kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung
yang ada dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
4. Faktor masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai




8.

9.
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pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia

mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfariasi antara lain:

Hukum diartikan

sebagai ilmu pengetahuan.

Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang

kenyataan.

Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan prilaku

pantas yang diharapkan.

Hukum diartikan

Hukum diartikan

Hukum diartikan

Hukum diartikan

Hukum diartikan

Hukum diartikan

10. Hukum diartikan

sebagai tata hukum (yakni hukum fositif tertulis)
sebagai petugas atau pejabat.

sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
sebagai proses pemerintah.

sebagai prilaku teratur dan unik.

sebagai jalinan nilai.

sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat

hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya

dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada

titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecendrungan

yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi

dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum yang sebagai

pribadi).
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5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan masyarakat
sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan
masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan
spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut
Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa
sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan),
maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan.
Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang
umpanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,
hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang
berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak
mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan
ekstrim yang harus diserasikan.??

Berlakunya Hukum Secara filosofis, berlakunya hukum secara
filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita
hukum, sebagai nilai positif yang tinggi. Secara yuridis, berlakunya

hukum secara yuridis dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:

22 Nur Fitryani Siregar. Op Cit., 12-15
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a) Hans Kalsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum
mempunyai kelakuan yuridis apabila penetapannya berdasarkan
kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan
teori “stufenbau” dari Kelsen.

b) W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum
mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de
verischte ize is tot sand gekomen.

Secara sosiologis kaedah hukum berlaku apabila kaedah tersebut
efektif, artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga penguasa (teori
kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh
masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara
sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum
secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah
hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut
teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum
tersebut dipaksakan oleh penguasa.?:

Menurut  Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak
akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia
harus hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sifat dasar
manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia

hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama

% Nur Fitryani Siregar. Op Cit.,16
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dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagian. Karena masyarakat
yang terbaik adalah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling
membantu untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi
mengistilahkannya dengan al-Madinah al-Fadilah. Al-Madinah al-
Fadilah dalam konteks pemikiran politik modern membahas tentang
relasi masyarakat dan negara, akan memunculkan asumsi dasar
antara seberapa kuatnya posisi masyarakat berhadapan dengan
negara atau malah justru negara yang lebih kuat sebagai alat
penindas rakyat. Pada kalangan intelektual barat terjadi perbedaan
polemik konsep negara dan masyarakat. John dan JJ Roussseum
rakyat sebagai penguasa, meskipun keduanya berbeda pendapat
mengenai fungsi perjanjian. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap
masyarakat berdasarkan hukum alam. Setiap orang bertindak secara
alamiah.?
2. Pengertian Hakim
Hakim sama artinya dengan gadhi yaitu memutus, sedangkan menurut

bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan

perkara, sedangkan secara syara’ pejabat yang melaksanakan tugas

kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang

oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaiakan gugat

menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi

yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan

24 Puji Kurniawan, “Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi” dalam Jurnal El-
Qanuny: Jurnal llmu-llmu dan Pranata Soasial, Vol. 4, No. 1 Tahun. 2018, him. 101
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dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak
hukum dan keadilan.?®

Dalam sistem hukum Indonesia, terlihat bahwa hakim atau badan
peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum
melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh
hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan
Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang. Tugas
hakim untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah
berat tetapi mulia. Berat karena sebagai manusia biasa yang penuh
dengan segala kekurangannya, tetapi diberi hak istimewa oleh negara dan
atas nama Tuhan yang Maha Esa, untuk menentukan salah tidaknya,
benar tidaknya tindakan seseorang bahkan dalam perkara perdata tentang
perceraian. Oleh karena itu maka hakim harus dituntut dan diimbangi
dengan sikap yang penuh tanggung jawab pada hati nurani, serta nilai-
nilai yang baik diperlukan dari hakim.

3. Dasar Hukum Hakim

Tugas hakim dalam bidang Peradilan Agama merupakan tugas yang
sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang
sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam
melaksanakannya. Dilihat dari sudut syariah sebagaimana dijelaskan
dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa melaksanakan tugas-tugas

peradilan adalah suatu kewajiban bagi hakim dan setiap manusia (orang)

25 Wildan Sayuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (Jakarta:Kencana PrenadaMedia, 2013).,
him. 56
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beriman. Adapun dasar hukum melaksanakan hakim sebagaimana
terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai berikut:
a. AlQur’an
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia
Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah
adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.®

CF:

)

_— y.\

Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa. Imam Syafi’i
berkata bahwa keterangan yang aku terima dari para Ulama
berkenaan ayat ini adalah bahwa ayat ini berbicara tentang orang
yang wajib bersaksi. Seorang saksi wajib menegakkan keadilan
meskipun memberatkan kedua orang tua, anak, atau karib
kerabatnya, baik jauh maupun dekat, serta tidak menyembunyikan

bukti dan tidak menjatuhkan orang lain.

6 Depertemen Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV
Darus Sunnah, 2016), cet ke-16, an-Nisa’ ayat 135
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b. As-Sunnah
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Dari  Abi Buraidah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda
“hakim-hakim itu terbagi menjadi tiga golongan, yang dua
golongan masuk neraka dan satu golongan masuk surga yang
masuk surga itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan
menjatunkan dengan adil. Yang satu golongan adalah hakim yang
mengetahui kebenaran akan tetapi menyeleweng dengan sengaja
dari kebenaran itu, maka ia masuk neraka dan satu golongan lagi
adalah hakim yang memutus perkara dengan kebodohannya (tanpa
ilmu) mereka malu mengatakan aku tidak tahu, maka mereka pun
masuk neraka” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).?’
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"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la

Ash Shan'ani, telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin
Sulaiman ia berkata; Aku mendengar Abdul

Malik menyampaikan hadits dari Abdullah  bin  Mauhab bahwa

Utsman mengatakan kepada Ibnu Umar; Pergilah dan putuskanlah

perkara di antara manusia. Ibnu Umar menjawab; Aku tidak

sanggup wahai amirul mukminin. Utsman mengatakan, Mengapa

engkau membenci hal ini padahal dahulu ayahmu pernah menjadi

hakim? Ibnu Umar menjawab; Sesungguhnya aku mendengar

Rasulullah  shallallahu  ‘alaini  wasallam bersabda: "Barangsiapa

yang menjadi hakim lalu menghukumi dengan adil, niscaya ia
akan dijauhkan dari kejelekan (tidak mendapat pahala dan juga

siksa)." Lalu apa yang aku harapkan setelah itu. Hadits ini

memiliki kisah dan dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu

Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits lbnu Umar adalah hadits gharib

dan menurutku sanadnya tidak bersambung. Abdul Malik, di

2 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Terjemahan
Abdullah Shonhaji (Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), him. 43-44.
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mana Al Mu'tamir meriwayatkan hadits darinya, bernama Abdul
Malik bin Abu Jamilah."?®

Melihat dasar hukum hakim sebagaimana tersebut diatas, maka
jelaslah bahwa tugas-tugas hakim merupakan perbuatan yang agung
nilainya dan mempunyai kekuasaan yang sangat luas jangkauannya
menyangkut jiwa manusia, barang-barang dan harta benda yang
dimiliki mereka. Rasulullah SAW sangat khawatir apabila jabatan
hakim dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan
tidak mempunyai pengetahuan untuk menyelesaikan masalah hukum,
atau manakala hakim menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena
itu Rasulullah  SAW mensyaratkan dengan ketat dalam hal
pengangkatan hakim dalam suatu majelis pengadilan.

Menurut ketentuan Hukum Islam seseorang yang diangkat sebagai
hakim mestilah orang yang benar-benar layak dan memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh syara’ tidak dibenarkan
pengangkatan  seorang hakim yang  personalitasnya lemah,
intelektualitasnya  kurang, profesionalisme tidak meyakinkan, dan
akhlaknya buruk jika ia diangkat sebagai hakim maka maka
dikhwatirkan ia tidak dapat berlaku adil dan mampu dipengaruhi

oleh tekanan situasi lingkungan. 2°

28 Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi, Terjemahan Moh Zuhri, dkk
(Semarang: CV.Asy Syifa, 1992), him. 677-678.

29 Abdul Manan,. Etika Hakim Dalam Penyelenggara Peradilan Suatu Kajian dalam
Sistem Peradilan Islam (Jakarta: Kencana, 2007).,hIm. 7-10
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4. Tugas dan Wewenang Hakim Mediator
Hakim mediator memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam
menjalankan mediasi. Mediator memperoleh kewenangan dan tugas
tersebut dari pihak. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya
menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Adapun kewenangan
mediator adalah sebagai berikut.*
a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
Hakim mediator mengontrol proses mediasi sejak awal samapai
akhir. la memfasilitasi para pihak melakukan negosiasi, membantu
membicarakan  sejumlah  kemungkinan  untuk  mewujudkan
kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam
menyelesaikan ~ sengketa pada dasarnya, mediator hanyalah
mendorong para pihak untuk lebih proaktif menyelesaiakan sengketa
mereka.
b. Mempertahankan struktur momentum dalam negosiasi
Hakim Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan
struktur dan momentum dalam negosiasi Esensi mediasi terletak
pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan
pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaiakan sengketa.

Dalam hal ini hakim mediator menjaga dan mempertahankan struktur

negosiasi yang dibangun tersebut.

%0 Syahrizal Abbas, Op.Cit., him. 20.
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Menyusun agenda

Menyusun agenda merupakan tugas hakim mediator yang cukup
penting, karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan
ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi.
Penyusunan agenda ini harus diberitahukan kepada kedua belah
pihak oleh hakim mediator. Dalam agenda mediasi memuat sejumiah
hal antara lain: waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat
mediasi, para pihak yang hadir, hakim mediator, metode negosiasi,
persoalan pokok vyang dipersengketakan dan hal-hal lain yang
dianggap perlu oleh kedua belah pihak.
Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Dalam proses mediasi, hakim mediator harus memperhatikan
komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak. la harus
memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan lancar. Hakim
mediator  bertugas  untuk  membantu para pihak  untuk
mempermudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak
ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan
persoalan dan kepentingan mereka atau sebaliknya. Hakim mediator
harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak, agar mediasi
bisa berjalan dan tidak menimbulkan gangguan perasaan pihak lain,
yang menghambat proses mediasi selanjutnya.
Hakim mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntunan

para pihak menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak
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Hal ini penting digambarkan oleh hakim mediator, karena posisi

para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersih, kukuh dengan

tuntunanya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan rill yang

diinginkan.

f.

Hakim mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-
masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
Hakim mediator secara arif meyakinkan para pihak untuk saling
memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat
didekatkan dengan menghilangkan egonya masing-masing.
Hakim mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial
(berkutat defenisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan
kepandangan yang lebih universal (umum), sehingga dapat diterima
oleh kedua belah pihak. Dengan menyampingkan figur tertentu,
hakim mediator membuka proses mediasi dengan pihak lain yang
lebih banyak.
Hakim  mediator  bertugas  menyusun  proposisi  mengenai
permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak
menonjolkan unsur emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun
sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk
menyelesaiakan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.
Hakim mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap
berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berusbah

menjadi suatu tuntunan yang kaku, sehingga pembahasan dan
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negosiasi dapat dilakukan dalam rangka yang saling menguntungkan
para pihak.
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa
di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi
adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan
pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan
para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan
lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasimenempatkan
kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang
dimenangkan atau yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang
bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam
pengambilan keputusan.

Mediasi tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan,
tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna
mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa pada
melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak
telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka
secara adil dan saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa memang
sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam
kenyataan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan

dan 1’tikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak Kketiga
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dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

a.)

b.)

d.)

f)

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan
relatif murah.

Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis
kebutuhan mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-
hak hukumnya.

Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisifasi
secara langsung dan secara informal dalam  menyelesaikan
perselisinan mereka.

Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control
terhadap proses dan hasilnya.

Mediasi memberikan hasil yang tahan wuji dan akan mampu
menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara pihak yang
bersengketakarena mereka sendiri yang menyelesaikannya.

Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang
hampir selalu mengiringi setiap putusan yang besifat memaksa yang

dijatunkan oleh hakim Pengadilan.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang
sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami dan isteri

mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat
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memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Dalam
pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua
belah pihak. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian,
maka tidak diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau
alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh
penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksa gugatan perceraian
dilakukan dalam sidang tertutup. Putusan mengenai gugatan perceraian
dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi
beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan
Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah perkara
perceraian itu diputuskan maka panitera Pengadilan Agama
menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau
kuasanya menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing
bersangkutan.®*

Perceraian merupakan alternatif terakhir dalam mengakhiri perselisihan
dalam rumah tangga. menurut ketentuan hukum nasional perceraian tidak
dapat dilakukan di luar Pengadilan Agama. artinya perceraian dikatakan
sah apabila dilkrarkan di hadapan hakim Pengadilan Agama pada pasal
39 ayat 1 UUP Jo pasal 65 UUPA Jo. Pasal 115 KHI. Hal tersebut sesuai

dengan prinsip perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang

81 Muhammad Arsyad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam

Jurnal El-Qanuniy: Jurnal lImu-limu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, Nomor 2 Tahun
2018., him. 165
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perkawinan, yakni salah satu wujud prinsipnya adalah untuk mempersulit
terjadinya perceraian.

Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip perkawinan adalah melalui
undang-undang yang mengamanahkan kepada para hakim dalam setiap
sidang wajib terlebih dahulu untuk mendamaikan pasangan yang ingin
bercerai. Terbukti bahwa setiap pasangan yang ingin bercerai akan
melewati tahapan proses mediasi terlebin dahulu di Pengadilan. Prinsip
mempersulit terjadinya perceraian menjadi tugas hakim di Pengadilan
Agama untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga yang rusak
melalui tahapan mediasi. Sehingga menjadi tugas hakim Pengadilan
Agama untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat
untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai atau menemukan
win-win solutionitas konflik yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan
prinsip-prinsip Undang-Undang dalam penyelesaian perkara perceraian.®?

Berdasarkan data statistik, bahwa jumlah perkawinan di Indonesia
mencapai dua (2) juta pasang pertahun, suatu angka yang sangat pantasis
dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-
perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga
turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat, jika karakter yang
dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada
lingkungan sekitarnya, begitu juga sebaliknya, apabila karakter yang

dihasilkan tersebut adalah jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada

82 Uswatun Hasanah, Metode Stifin Sebagai Alternatif dalam Mencegah Terjadinya

Perceraian di Kota Medan dalam Jurnal Al-Magasid: Jurnal llmu-llmu Kesyariahan dan
Keperdataan, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2021.,him. 108-109
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lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan
tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa. *3
Termasuk ayah, ibu dan anak dalam keluarga memiliki peranan penting
dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sebuah keluarga dapat
dikatakan harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan
indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama
anggota keluarga dan terpenuhinya standart kebutuhan material dan
spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga,
dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetntang perkawinan disebut
dengan sebutan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
6. Fungsi Mediator dan peranan Mediator
Fungsi hakim mediator hanya saja menjalankan kewajibannya sebagali
seorang hakim mediator yaitu menjalankan mediasi. Mediasi merupakan
salah satu upaya penyelsesaian sengketa dimana para pihak yang
berselisin atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga
yang independen guna bertindak sebagai hakim mediator. Disamping
adanya tuntunan dan kewajiban untuk mendamaikan para hakim pada
saat proses penyelesaian perkara dihadapan majelis yang dipraktekkan

melalui mediasi. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi kedalam

% Adi Syahputra Sirait, “Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon
Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT di Kota Tanjung Balai, dalam Jurnal Al-
Magasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2019, him. 27-28
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proses perkara di Pengadilan Agama didasari pula atas beberapa alasan

praktis sebagai berikut:*

a. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan
perkara. Jika para pihak dapat menyelesasaikan sendiri sengketa tanpa
harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim
akan berkurang pula. Jika sengketa dapat melalui perdamaian, para pihak
tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian
merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka
tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus
oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian
hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan
penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak,
terutama pada pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu
menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua
perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya
penumpukan perkara.

b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih
cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia
memang belum ada penelitian yang, membuktikan asumsi bahwa mediasi
merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.
Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan

pada perkara pertama jika perkara diputus pihak yang kalah sering kali

3 |smail Rumadan., Efektivitas Pelaksanan Mediasi di Mahkamah Agung Rl (Jakarta:
Puslitbang Hukum, 2017)., him,, 2-3.



39

mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat
penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu
bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama
hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika
perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan
sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja
mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi
merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif,
dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Bahwa
prosedur mediasi dipengadilan menjadi bagian hukum acara perdata
dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam
penyelesaian sengketa.

Sedangkan peranan yang harus ditampilkan seorang mediator adalah
sebagaimana ada dasarnya seorang mediator berperan sebagali
“penengah” yang membantu para pihak meyelesaiakan sengketa yang
dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk
membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu
dihadapi secara bersama. Selain itu juga guna menghasilkan kesepakatan,
sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa
untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu

saja pilihan sengketanya harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.
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Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator
menemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar
mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak
pemecahan masalahannya. Seorang mediator mempunyai peran
membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan
membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi
mereka.®

Dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai
penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan
pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk
mendesain penyelesaian sengketanya. Dalam hal ini seorang mediator
juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin
informasi yang nantinya yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk
menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang
disengketakan. Mediator ini pun juga akan membantu para pihak dalam
menganalisis sengketa atau pilihan menyelesaikannya, sehingga akhirnya
dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi
penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti bersama pula.

Melihat peranan mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran
yang terlemah hingga peran sisi yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila

mediator hanya melaksanakan peran-peran®®

%5 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2005)., him. 77

% Nurnaningsih Anriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), him. 53.
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a.) Penyelenggaraan pertemuan
b.) Pemimpin diskusi yang netral
c.) Pemeliharaan atau penjaga aturan perundingan agar perdebatan dalam
proses perundingan berlangsung secara beradab.
d.) Pengendali emosi para pihak.
e.) Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau
segan untuk mengungkapkan pandangannya.
Sisi  kuat peran mediator bila mediator bertindak atau
mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan:
a.) Mempersiapkan dan membuat otulen perundingan
b.) Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para
pihak
c.) Membantu para agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah
pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
d.) Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah.
Persyaratan Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian para pihak
yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan
keputusan. Meditor menjambatani persoalan para pihak, melakukan
negosiasi, menjaga dan mengontrol, menawarkan alternatif solusi dan
secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian
sengketa. Meski mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan

merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil
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kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang
bersengketa. Mediator hanya memantau mencari jalan keluar, agar para
pihak bersedia, duduk bersama menyelesaikan sengketa bersama.*’
Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses
penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan
kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari
dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator.
Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain:*®

2. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan
menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi
positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam
proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan
tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental
seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi
sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua
pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki
sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para
pihak kearah suatu consensus.

3. Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak, bahwa
dirinya memiliki rasa peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua

belah pihak. Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha

%" Gunawan Wijaya, Alternative Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), him. 35
%8 Syahrial Abbas, Op-Cit, him. 59
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secara sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar, agar para pihak
dapat menyelesaikan sengketa mereka. Mediator meyakinkan para pihak,
bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan, bila kedua belah pihak
sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan
pemecahannya. Mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati
melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus-
menerus dalam konflik dan persengketaan. Sikap saling membantu
dengan tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki seorang
mediator.

. Seorang mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutuskan
sengketa  berdasarkan fakta-fakta hukum, ia hanya menengahi,
mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap
sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak suatu yang
benar dan pihak lain salah. Mediator bersama dengan para pihak
menelusuri akar penyebab persengketaan, memetakan kepentingan para
pihak dan meminta para pihak secara bersama-sama diskusi mencari
jalan penyelesaian sengketa, bukan mencari mana pihak yang salah.
Peran mediator disini adalah hanya menjaga agar proses mediasi berjalan
dengan baik, melalui pengendalian, pertemuan dan menjaga aturan main
yang telah disepakati bersama oleh kedua belah para pihak.

. Persyaratan lain yang harus dimiliki mediator dalam kaitannya dengan
kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap

pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui.
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Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau meyatakan bahwa
pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan
terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. Mediator perlu
menunjukkan sikap ini, agar para pihak merasa nyaman dalam proses
mediasi, karena setiap pendapat dan pernyataan mereka dihargai oleh
mediator. Meskipun demikian mediator harus dapat memilih mana
pernyataan para pihak yang mungkin digunakan sebagai bahan dalam
proses mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

Mediator harus memiliki kemampuan yang baik, jelas dan teratur serta
mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang
sederhana. Kalimat-kalimat yang digunakan mediator dalam menjalankan
mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas dan
membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu
dijaga oleh mediator, karena penggunaan bahasa yang Kkeliru akan
membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses
mediasi lebih lanjut.

Kemampuan mediator menjalin  hubungan persoalan dan keahlian
menciptakan pendekatan merupakan sSyarat penting bagi seorang
mediator. Kemampuan ini biasanya ini lahir dari keluwesannya bergaul
dalam kehidupan sosial. Disamping itu pengalaman melakukan negosiasi
dan penyelesaian sengketa dipengadilan juga ikut membantu kafasitas
mediator dalam menjalankan kegiatannya. Pengalaman penyelesaian

konflik dan adanya sedikit pengetahuan tentang masalah yang dihadapi
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para pihak akan cukup memperkuat kafasitas mediator, walaupun
persyaratan Yyang terakhir ini tidak cukup signifikan bagi seorang
mediator.

Persyaratan diatas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dalam
kemampuan interpersonal. Persyaratan ini tidak cukup bagi seseorang
menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang
berkaitan dengan para pihak dengan permasalahan yang dipersengketakan
oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:

a.) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus
dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi
antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator hadir
atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap
mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.
b.) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan
membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan
pekerjaan ikut mempengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral
dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa
para pihak.
c.) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
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Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam
menjalankan mediasi. la tidak boleh memiliki hubungan darah atau
semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas
dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator memiliki
hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan
diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.

d.) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap
kesepakatan para pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi
yang dilakukannya bebas dari kepentingan finansial maupun nonfinansial
terhadap proses mediasi. la tidak memiliki kepentingan material apapun
terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil maupun gagal.

e.) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun
hasilnya

Dalam menjalankan proses mediasitahap demi tahap, mediator
dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian
akhir sengketa. la harus mampu menunjukkan netralitas kepada para
pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini,

kemungkinan besar mediasi akan gagal ditengah jalan
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8. Pedoman Prilaku Hakim Mediator

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, termuat tentang pedoman prilaku hakim mediator
pada pasal 24.%°

Pasal 24 Ruang lingkup’’Tiap Mediator dalam menjalankan fungsinya
wajib mentaati pedoman prilaku mediator”. “Mahkamah Agung
menetapkan pedoman prilaku Mediator”.

Dalam hal ini pedoman prilaku mediator dimuat dalam beberapa pasal
diantaranya:

Pasal 1 Ruang lingkup ‘“Pedomana prilaku i hanya mengikat orang-
orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar
mediator di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam rangka
pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1. Tahun 2016.”

Pasal 2 Tanggung jawab umum ‘“Mediator memiliki tanggung jawab
terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.”

Pasal 3 Tanggung jawab terhadap pihak ‘Mediator wajib memelihara
dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata,
sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat
sengketa.”*Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para
pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausa-klausa penyelesaian
sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi

mediator.”Dalam menjalankan fungsinya mediator harus beri’tikad baik,

39 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di
Pengadilan Agama
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tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak
mengorbankan kepentingan para pihak.”

Pasal 4 Kewajiban mediator*Mediator wajib menyelenggarakan proses
mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para
pihak.”*Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap
pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil
melalui proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.”*Mediator
wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama
tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam
prosedur mediasi, serta peran mediator.”“Mediator wajib menghormati
hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat
hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses
mediasi.”*Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan,
atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak
untuk membuat suatu keputusan.”*Mediator wajib menjaga kerahasiaan
mformasi yang terungkap didalam proses mediasi.”*Mediator wajib
memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah berakhirnya

proses mediasi.”



BAB I1I
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan, maka
tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota
PadangSidimpuan JL. Tengku Rizal Nurdin Km.8 Pijorkoling
Padangsidimpuan.
2. Waktu Penelitian
Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan
mulai bulan Februari s/d Juni 2022
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini  merupakan jenis Penelitian kualitatif yaitu
sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari
pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami®C.
Tujuan peneliti  memilih metode penelitian  Kkualitatif adalah  peneliti
berusaha mengetahui dan wawancara mengenai efektivitas upaya hakim
mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan
Agama Kota Padang sidimpuan.
C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Padangsidimpuan

khusunya Hakim Mediator, untuk menelaah bagaimana efektivitas upaya

0 Juliansyah Noor., Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012) .,him, 34
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Hakim Mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di
Pengadilan Kota Agama Padang sidimpuan.
D. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara
mengumpulkan data melalui bahan hukum. Bahan hukum penelitian dapat
dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun sumber yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik
dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil
pengisian kuesioner yang biasa dilakukan. Adapun sumber data yang
diperoleh vaitu dari Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan
atas dokumen-dokumen vyang berhubungan dengan masalah yang
digjukan. Dokumen vyang dimaksud adalah Al-Qur’an, buku-buku,
jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses teknik pengumpulan data dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai
untuk memperoleh salah satu teknik pengumpulan data yang peneliti

gunakan. Peneliti memberikan pertanyaan kepada subjek sehingga
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memperoleh keterangan yang sebenarnya baik secara formal maupun

1. Adapun subjek wawancara yang dituju peneliti adalah

non forma
sebagai berikut:

a.) Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan yang
berkaitan dengan efektivitas upaya Hakim Mediator dalam Mediasi
mendamaikan kasus perceraian, yaitu Hakim Mediator yang berperan
sebagai penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang
sidimpuan.

b.) Pegawai serta panitera di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.

2. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dokumen
merupakan sumber data yang digunakan untuk  melengkapi
penelitian*>. Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan  data
dokumentasi material maupun non material terkait objek yang diteliti.
Salah satunya dilaksanakan dengan mengambil poto/gambar sebagai
bukti pengumpulan data tentang bagaimana efektivitas upaya Hakim
Mediator dalam mediasi mendamaikan kasus perceraian di Pengadilan

Agama Kota Padang sidimpuan.

2 guharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT
RinekaCipta, 2006)., him., 231
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3. Observasi

Dalam observasi peneliti mengamati secara langsung maupun tidak
langsung terhadap objek penelitian*®. Observasi peneliti lakukan yaitu
untuk mengamati secara langsung slokasi penelitian  bagaimana
efektivitas upaya Hakim Mediator dalam mediasi mendamaikan kasus

perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis pengolahan dan analisis data peneliti mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan

ditemukan sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain**.

1.

2.

4.

Klasifikasi data, vyaitu mengelompokkan sesuai dengan topik
pembahasan.

Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari
kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang
kurang relevan.

Deskriftif data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai topik
pembahasan.

Triangulasi  yaitu  teknik  pemeriksaan  keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk Kkeperluan
pengecekan atau suatu perbandingan terhadap data itu. Yaitu

membandingkan data dari Hakim Mediator, Pegawai, dan Panitera.

*3 Juliansyah Noor., Op Cit.,hIm. 140
4 sugiyony, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013)., him., 334
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5. Menarik kesimpulan, adalah merangkum uraian-uraian data dalam
beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat
dan padat®.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Dimana
teknik ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari
sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi  partisifasif,
wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama

secara serempak.*®

4 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
1994)., hlm., 175
“8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...,Cet Ke-25, him. 141.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
1. SejarahPengadilan Agama Kota Padang sidempuan

Dahulu Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan beralamat di
Jalan Williem Iskandar 1V Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang
sidmpuan Utara, Kota Padanggsidimpuan. Pengadilan Agama Padang
sidimpuan  pindah ke Jalan H. T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue,
Kecamatan Padang sidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, di
bangun di atas tanah seluas + 5600 m? dan luas bagunan 943 m? dengan
lantai gedung, dan dibangun pada Tahun 2008 dari DIPA Pengadilan
Agama Kota Padang sidimpuan Tahun 2008, dan diresmikan pada hari
kamis, Tanggal 25 Februari 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Bapak D.R.H. Harifin Tumpa, S.H.

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah peradilan di Kota
Padang Sidempuan, karena sesuai KEPPRES Nomor 3 Tahun 2011
mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang
baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota
Padang Sidimpuan. Dengan demikan maka wilayah Kota Padang
Sidimpuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang
Sidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota

Padang Sidempuan.

54
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Pembentukan  Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan
diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan
tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan
peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya
penyelesaian perkar adengan sederhana, cepatdan biayaringan.

. Profil Kantor Pengadilan agama Kota Padang Sidimpuan

Dahulu Pengadilan Agama Padang sidimpuan beralamat di Jalan
Williem Iskandar 1V Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidimpuan
Utara, Kota Padang sidimpuan. Pengadilan Agama Padang sidimpuan
pindah ke Jalan H. T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Kecamatan
Padang sidimpuan Tenggara, Kota Padang sidimpuan, di bangun di

atas tanah seluas + 5600 n? dan luas bagunan 943 m? dengan lantai
gedung, dan dibangun pada Tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama
Padang sidimpuan Tahun 2008, dan diresmikan pada hari kamis, Tanggal
25 Februari 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Repuplik Indonesia
Bapak D.R.H. Harifin Tumpa, S.H.

Pada Tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan telah
berdiri, sehingga  wilayah perkara Pengadialan Agama  Kota
Padangsidimpuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu

a.) Kabupaten Tapanuli Selatan

b.) Kabupaten Padang Lawas, dan

c.) Kabupaten Padang Lawas Utara.
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Kemudian pada tanggal 31 januari 2017 Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan dipindahkan lagi kewilayah Sipirok dan diresmikan
oleh Ketua Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,
M.H. Dan memiliki wilayah perkara dua Kabupaten, Kabupaten
Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padanglawas Utara.

3. Visi dan Misi
Visi :
Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan Bermartabat
menuju peradilan yang agung.
Misi :
a.) Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.
b.) Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
c.) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modren.
d.) Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan

Agama

4. Masalah-masalah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Padang
sidimpuan

Pengadilan Agama adalah suatu wadah dalam penyelesaian sengketa
dibidang hukum Kkeluarga yang mempunyai kewenangan, memeriksa,
memutus, dan menyelesaiakan perkara-perkara ditingkat pertama
khususnya orang-orang Yyang beragama Islam dibidang perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadagah dan hukum ekonomi syariah.
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Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh
Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan dapat dilihat dari tabel
berikut:*’

TABEL 1
DAFTAR PERKARA YANG MASUK DI KELEMBAGAAN
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDIMPUAN TAHUN 2021

No Jenis-Jenis Perkara Jumlah

1 PERKAWINAN -

Izin Poligami -
Pencegahan Perkawinan -
Penolakan Perkawinan oleh PPN -
Pemabatalan Perkawinan -
Kelahiran Atas Kewajibansuami/istri -
Cerai Talak 87%
Cerai Gugat 258%
Harta Bersama 3%
Penguasaan Anak -
Nafkah Oleh Ibu Karena Ayah Tidak -
Sanggup

Hak-hak Bekas Istri -
Pengesahan Anak 2%
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1%
Perwalian -
Pencabutan Kekuasaan Wali 1%
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali -
Ganti Rugi Terhadap Wali -
Penetapan Asal Usul Anak 1%
Penolakan Kawin Campur -
Izin Kawin -
Dispensasi Kawin 38%
v. Isbat Nikah 75%
w. Wali Adhal 1%

== =la|=|e|ale|o|e
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2 KEWARISAN 7%
Penetapan Ahli Waris 5%

WASIAT -

HIBAH -

WAKAF -

SHADAQAH -

~N| ool W

ZAKAT -

" Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun 2021
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INFAK

EKONOMI SYARI’AH 1%
Bank Syari’ah -
Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah -
Asuransi Syari’ah -
Reasuransi Syari’ah -
Reksadana Syari’ah -
Obligasi Syari’ah -
Sekuritas Syari’ah -
Pembiayaan Syari’ah -

Pengadaian Syari’ah -
Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan -
Syari’ah
Bisnis Syari’ah -

ST @) MmOl O|W >

A

Kemudian, disamping tugas pokok yang diatas, pengadilan Agama
Kota Padang sidimpuan mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:
1.) Fungsi mengadili (judicial power), vyaitu menerima, memeriksa,
mengadili  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  menjadi
kewenangan pengadilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 UU

No. 3 Tahun 2006)

2.) Fungsi pembinaan, vyaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan

petunjuk kepala pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun
administrasi  umunvVpelengkapan,  keuangan,  kepegawaian,  dan
pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-undang No 3 Tahun 2006 jo

KMA No KMA/ 080/VI111/2006).

3.) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya
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agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan

terhadap  pelaksanaan  administrasi umum  kesekretariatan  dan

pembangunan.

4.) Fungsi panasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila
diminta.

5.) Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengkapan).

6.) Fungsi-fungsi lainnya:

a.) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas
Islam dan lainnya.

b.) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian  dan
sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era Kketerbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah
Agung Rl No KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Kketerbukaan
informasi di Pengadilan.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama

Islam (lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Peradilan

Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragam
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Islam mengenai perkara tertentu. Memurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama
adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
islam di bidang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,
Shadagah, Ekonomi Syariah.

Dasar hukum :

a. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
b. Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan
Di dalam sebuah lembaga yang sah dan diakui adanya pasti
mempunyai pengurus-pengurus yang secara umum sering disebut sebagai
struktur  keorganisasian.  Setiap orang yang diamanahkan  untuk
memegang kekuasaannya diharapkan dapat bekerjasama dengan baik
antar pengurus lembaga tersebut, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari
lembaga itu sendiri, berikut ini susunan pengurus yang menjabat di

Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.



61

R ORGANISAST PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

PERMA RI NOMOR 7 TAHUN 2015
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NIP. 199301102017121006
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B. Deskripsi Hasil Penelitian

Mediasi salah satu proses penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan dan juga merupakan suatu asas
Pengadilan Agama yang bertujuan untuk merukunkan kembali ikatan suami
isteri atau mencegah terjadinya perceraian sehingga dapat menekan tingkat
perceraian. Mediasi boleh dilakukan dalam beberapa kali bila hal ini
dikehendaki oleh hakim mediator, waktunya sebelum masuk tahapan
persidangan yang kedua pembacaan surat gugatan atau permohonan.

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara
maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup,
tetapi jika dalam tahap mediasi hakim mediator berhasil mendamaikan kedua

belah pihak yang berperkara maka perkara tersebut dapat dicabut. Sebelum
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tercapainya perdamaian hakim mediator yang menangani kasus perceraian
tersebut harus memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa apabila
terjadi kembali masalah dalam keluarga maka penggugat tidak bisa
mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang sama. Seperti yang
tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1448
“apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada selama
perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya

perdamaian”

Semua perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan, terlebih
dahulu, wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan dalam
pertimbangan  putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi,
sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua
belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi
hukum. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim
mediator, sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Republik Indonesia No 01 Tahun 2016.

Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang

bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar

8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 144
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kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling
lama 14 hari. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang
memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari siding
yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa.
Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim
pada hari telah ditentukan

sidang yang dengan membawa hasil

kesepakatan yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.

Untuk mengetahui penyelesaian perkara mediasi berhasil dan tidak
berhasil-Nya mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

sebagai berikut:

TABEL 2

DAFTAR PERKARA MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN

AGAMA KOTA PADANG SIDIMPUAN 2017-2021

Status Keberhasilan Mediasi

NO | Tah Satk Jumiah - -

e e Mediasi | Berhasil | 1idak | Tidak Layak

Berhasil di Mediasi
1| 2019 | PAKota 86 1% | 75% 342
PSP

2 PA Kota

2020 PSP 78 9% 67% 373
31 2001 PAP';F?ta 89 34% 550% 0
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Berdasarkan pada Tabel diatas menunjukkan bahwasanya pada tahun
2019 jumlah mediasi sebanyak 86 dan status keberhasilan mediasi, berhasil
hanya 11%, tidak berhasil 75% dan tidak layak di mediasi 342.*° Melinat
dari perkara mediasi tahun 2019, mediasi tidak begitu banyak berhasil
karena banyak faktor yang melatarbelakangi para pihak sehingga kecil

kemungkinan mediasi berhasil damai.

Pada tahun 2020 jumlah mediasi sebanyak 78 dan status
keberhasilan mediasi, berhasil hanya 9%, tidak berhasil 67% dan tidak layak
di mediasi 373.%° Dibandingkan pada tahun 2019 jumlah mediasi pada tahun
2020 lebih sedikit berhasil, ini dimungkinkan banyak faktor yang
melatarbelakangi para pihak sehingga mediasi lebih kecil kemungkinnan

berhasil damai.

pada tahun 2021 jumlah mediasi sebanyak 89 dan status
keberhasilan mediasi, berhasil hanya 34% , tidak berhasil hanya 55% dan
tidak layak di mediasi 0%. °! melihat tabel diatas pada perkara mediasi
pada tahun 2021 tidak begitu memungkinkan banyak-Nya mediasi berhasil,
memungkinkan lebih banyak faktor yang melatarbelakangi para pihak
sehingga proses mediasi lebih kecil kemungkinan untuk berhasil damai.
Karena pada dasarnya mediasi ini adalah merupakan proses perundingan
antara pihak penggugat dan pihak tergugat, untuk mencapai suatu

kesepakatan oleh para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator.

“9 Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan Tahun 2019
%0 Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan Tahun 2020
%1 Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan. Tahun 2021
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Setelah melihat dari perkara mediasi dari tahun 2019-2021 yang
dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat
disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil lebih banyak dari
yang berhasil. Oleh karena itu Hakim Mediator lebih mencari tau mendalam
tentang pokok perkara permasalahan para pihak karena bahwasanya
meyatukan hati lebih sulit dari pada pertengkaran kecil yang terjadi di dalam

rumah tangga.

Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan
sudah dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 01
Tahun 2016. Terdapat 3 hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padang
sidimpuan, adapun daftar hakim mediator pada pengadilan Agama Kota

Padang sidimpuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.>?

TABEL 3
DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDEMPUAN

1 | Nama . | Fadilah Mardiyah Pulungan, S.H.l.,, M.A
Tempat/tgl. Lahir : | Pematang Siantar 25 April 1982
Jabatan . | Ketua Hakim Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan
Pendidikan 1| S2
No. Sertifikat D -

2021

52 Dokumen Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Tahun 2020-
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2 | Nama : | Muhammad Rujaini Tanjung, S. H.
Tempat/tgl. Lahir . | Padang Lawas Utara, 10 Januari, 1993
Jabatan . | Hakim Pengadilan Agama Kota Padang

. | sidimpuan
Pendidikan 1| S1
No. Sertifikat -

3 | Nama Hasbyi Hassadigi, S.H.I
Tempat/tgl. Lahir Tanah Datar, 23 Agustus 1993
Jabatan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang

sidimpuan
Pendidikan S1

No. Sertifikat -

Proses Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak,
hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi,
serta menjelaskan apa sebenarnya mediasi itu dan apa tujuannya, dan
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator
melalui daftar hakim mediator yang telah disiapkan di Pengadilan Agama
Kota Padangsidempuan. Para pihak segera meyampaikan mediator pilihan
mereka kepada ketua Majelis Hakim. Setelah itu Majelis Hakim wajib
menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para
pinak menempuh mediasi. Hakim mediator menentukan hari dan tanggal
pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan  sebagali
mediator.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan
biasanya dilakukan pada hari yang sama setelah hakim mediator terpilih,
proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan

perintah  melakukan mediasi. Waktu proses mediasi ini berdasarkan
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penundaan sidang oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dan
menetapkan hari sidang selanjutnya maksimal 2 minggu berikutnya, atas
dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang.
Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan

perkara.

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi
kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Hakim mediator telah
meyepakati usulan jadwal pertemuan pada saat pertemuan pertemuan pertama
dilakukan. Apabila mediasi tidak berhasil maka hakim mediator dapat
melakukan kaukus, vyaitu melakukan pertemuan dengan salah satu pihak
untuk memperoleh informasi lebih dalam diantara pihak-pihak berperkara

untuk mengetahui kepentingan dan keinginan para pihak.

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak
dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang

dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan hakim mediator.

Proses Persidangan Setelah Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan
a. Mediasi tidak mencapai kesepakatan
Jika mediasi tidak mecapai kesepakatan, maka pemeriksaan
dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

b. Mediasi mencapai kesepakatan
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Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap
hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangi para
pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat meminta
hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta
dading) dan mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus
dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatantidak ingin
dituangkan dalam putusan.

Untuk perkara perceraian, maka jika tercapai kesepakatan
penggugat atau  pemohon  wajib  mencabut  gugatannya  atau
permohonannya. Akan tetapi apabila kesepaktan damai hanya tercapai
sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan para pihak lain),
maka hasil kesepaktan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan
dalam putusan atau dicabut (mis. Baik dalam konvensi dan/atau dalam

rekonvensi).

Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih
dahulu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Jika tercapai
kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai
kesepakatan maka maka dibebankan kepada pihak secara hukum
membayar biaya perkara. Adapun jenis perkara yang dimediasi adalah
semua jenis perkara dan untuk itu hakim mediator tidak diberi honorarium.
Karena jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau
pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang

bersangkutan mauupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta
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mediator tersebut tidak sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai
kesepakatan dan kemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan
kerugian, maka mediator tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban
pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil perdamaian

tersebut.>®

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan
Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah
tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian meningkat. Adanya
tekanan sosial di masyarakat (Social Pressure) bahwa bercerai bukan
merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal
yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan
meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad
ini. Perceraian adalah sesuatu hal yang darurat untuk menjadi jalan keluar
bagi berbagai persoalan keluarga.
Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian
hanya satu macam saja Vaitu pertengkeran sangat memuncak dan
membahayakan keselamatan jiwa yang disebut “syiqaq” sebagaimana firman

Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’/4: 35 yang berbunyi:

e A ~. £ 5. . _ - £ 5. Zo. . o 2 /’,-o/ P 2° .
. . & A . - os ] . I’
‘%{?.U/“-@iﬁ/ lu-f ug?jz-‘\.‘-h// ‘wL&\MU %;du.:ﬂﬁ.n}/- UJ

&
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%3 Diakses dari arsip Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, https://www.pa
padangsidimpuankota. Go.id, pada tanggal 04 april 2022
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. “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
Maka kirimlah seorang hakam(Mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri
itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.>*

Permasalahan di dalam rumah tangga sering Kali terjadi dan sudah
menjadi bagian dari lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya
faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan
masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil
penelitian dan hasil dari dokumentasi yang didapat dari Pengadilan Agama
Kota Padang sidimpuan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian
diantaranya:>®

a.) Faktor Ekonomi
Penyebab  kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah
masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi” Pasangan
memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang
lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan

(ima tahun atau lebin di Perguruan Tingg) melebihi suaminya,

memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang

lebih miskin dan paling rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat

kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus

bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering

> Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: CV
Darus Sunnah , 2016), cet ke-16, an-Nisa’ ayat 35
%5 Dokumen Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan Tahun 2021-2022
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kali perbedaan dalam pendapatan gaji membuat tiap pasangan
berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah
tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan
hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan
oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu
oleh ekonomi yang kurang lancar. Sudah sewajarnya seorang suami
bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara
itu diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi
karena faktor krisis ekonomi Negara yang belum berakhir. Sementara
suami  memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau
mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan
sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu seorang isteri menuntut
perceraian dari suaminya.>®
Pemabuk/Pemadat dan penjudi

Pemabuk atau pemadat dan penjudi merupakan perbuatan yang
diharamkan oleh Agama Islam dan wajib dijauhi oleh siapa pun
termasuk suami dan isteri. Seorang pemabuk atau pemadat dan penjudi
mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak
jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta

sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat
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merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu
alasan perceraian.

Pemabuk/pemadat dan penjudi menjadi faktor penyebab terjadinya
perceraian, karena pemicu perselisihan dan petengkaran terus menerus
terjadi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan goyahnya suatu
rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan
dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental, karena kebiasaan
suami sering mabuk dan bermain judi membuat isteri tidak lagi merasa
nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini menjadikan seorang
suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan
suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan
hanya menghabiskan harta benda yang ada.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya
kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk
tindak seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan
dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja,
baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban
KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam
seperti materil, fisik maupun psikis.

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap
isteri tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pada UU Nomor 23 tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU
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PDKRT). Pasal 1 UU PDKRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan
dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, Yyang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan
rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ruang lngkup rumah tangga
dalam pasal 2 UU PDKRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak;
orang yang mempunyai hubungan keluarga (suami, isteri, dan anak)
karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan
perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja
membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas psikis (yaitu perbuatan
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang) kekerasan fisik (perbuatan
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan
seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau
penelantaran rumah tangga (Seperti orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk
bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada

di bawah kendali orang tersebut).
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Meninggalkan Salah Satu Pihak

meninggalkan salah satu pihak dalam pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam hurup (b). “bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya™®' jika
seorang suami atau isteri meninggalkan salah satu pihak selama dua
tahun berturut-turut maka jatuhlah putusnya perkawinan.
Perselisinan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perselisinan dan pertengkaran dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan
lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus.
Sedangkan pertengkaran adalah percekcokan,atau perdebatan. Dengan
ditambahinya adanya kalimat ‘“terus menerus” maka pengertian dan
pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya,
apakah perselisinan dan pertengkaran suami isteri dikategorikan terus
menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi
atau tidak, semua diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimlah
yang punya otoritas untuk itu.

Adanya ketentuan yang menyatakan perselisinan dan pertengkaran
dan ditambahi dengan kalimat terus-menerus bukanlah harga mati
sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim

untuk menjatuhkan penilaian apakah suami isteri masih ada harapan

5" Kompilasi Hukum Islam 166
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untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ada perselisihan dan
pertengkaran yang orang lain tidak tahu, yaitu perselisihan dan
pertengkaran secara diam-diam, tidak diperlihatkan dalam pertengkaran
mulut atau Kkelihatan secara adu fisik tetapi suami isteri tidak tegur-sapa,
tidak mau melayani suami atau isterinya dalam waktu yang lama. Diam
seribu bahasa atau hanya menangis ketika ditanyakan apa masalah yang
sedang terjadi. Jadi begitu luasnya istilah perselisinan dan pertengkaran
sehingga alasan ini mendominasi alasan perceraian di Indonesia.
Di Hukum di Penjara

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun yang
telah terbukti bersalah dan mendapatkan wvonis hukuman penjara 5
tahun atau lebih, maka dapat disimpulkan disini bahwa salah satu pihak
mendapatkan hukum vonis penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut
telah berkekuatan hukum tetap terbuka kemungkinan salah satu pihak
menjadikannya sebagai salah satu alasan perceraian tanpa perlu
menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut.

Kemudian pengertian hukuman penjara selama lima tahun atau
lebih tersebut sekalipun suami isteri masih pengantin baru dan hukuman
belum dijalani tetapi ia sudah mendapatkan resmi salinan putusan dari
pengadilan yang memutusnya maka resmi salinan putusan tersebut
dapat dijadikan alasan perceraian yang sekaligus dapat dijadikan

sebagai alat bukti di sidang Pengadilan.
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5. Teknik Mediasi yang Dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan

Dalam pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016 memuat tentang tugas-
tugas dan kewajiban hakim mediator. Mediator bertugas untuk mendorong,
menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, bahkan dapat melakukan
kaukus. Hakim mediator dalam melakukan tugasnya dengan teknik yang
berbeda misalnya:

a.) Hakim Mediator Muhammad Rujaini Tanjung, S. H.

Yakni memberikan penjelasan bahwasanya perkara yang di
tanganinya pada sejak Agustus 2021 ada sekitar 20 perkara. Sebelum Hakim
Mediator mendamaikan para pihak terlebin dahulu hakim mediator
mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri. Kemudian hakim
mediator mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasehat-nasehat
yang didasarkan pada AlQur’an dan As-Sunnah Rasulullah  SAW,
menggambarkan hal-hal yang terjadi bahkan penderitaan yang dialami oleh
anak jika terjadi perselisinan.

Hakim mediator juga menggambarkan jika terjadi perceraian anak-
anak akan terlantar. Anak sebagai buah dari perkawinan, anak membutuhkan
kasih sayang dari ayah dan ibu kandungnya, jika terjadi perselisinan kasih
sayang kepada anak itu beda didapatkan dari ibu tiri. Dengan terjadinya
perceraian maka pertumbuhan mental sang anak akan terganggu dan
kemungkinan anak akan mengalami trauma. Disamping itu pendidikan dan

biaya hidup anak sering kali tidak terpenuhi semestinya.
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Hakim mediator juga memberikan gambaran tentang harta bersama
yang mana pembagian harta bersama sering menjadi persengketaan, dan
kemungkinan akan menumbuhkan perselisihan antar keluarga kedua pihak.
Hakim mediator juga mencari permasalahan yang paling urgen sehingga
kesalahan-kesalahan  yang muncul sulit untuk dimaafkan, kemuadian
memberi pandangan bahwa dalam pasangan suami isteri terdapat hak dan
kewajiban serta menjelaskan tujuan perkawinan dan menganjurkan pasangan
untuk melaksanakan sholat istikhoroh untuk menetapkan hatinya apakah ia
akan menjatunkan perkara atau meminta untuk rukun kembali dengan
pasangannya.

Kemudian hakim mediator mengingatkan memori-memori  indah
diwaktu berpacaran atau diwaktu hidup rukun dan bersama. Hakim mediator
juga memberikan gambaran pada suami dan isteri bahwa nanti setelah terjadi
perceraian maka kekasih hati akan menjadi milik orang lain.®

b.) Mediator Bapak Hasybi Hassadiqi, S.H.I

yakni  memberikan  penjelasan  bahwasanya  Hakim  dalam
menjalankan proses mediasi langkah pertama yang dilakukan adalah dengan
memberikan pandangan kepada para pihak agar tidak bercerai dan tidak
mementingkan ego  masing-masing.  Anak-anak juga harus dipikirkan,
masalah keluarga yanga ada harus diselesaikan dengan kepala dingin agar
menemukan titik temu yang menghasilkan kesepakatan untuk berdamai

kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak akan menurun karena

%8 Rujaini Tanjung, Hakim Wawancara, di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.
12:01, 06-Juni 2022
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tekanan bathin dari orang tua yang akan bercerai, dan kasih sayang yang
mereka harapkan tidak akan didapatkan lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh
karena itu para pihak diberikan penerangan-penerangan yang membangun

sehingga para pihak dapat berdamai °°

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Peranan Mediator
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peranan mediator
terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
Agama Kota Padang sidimpuan. Dalam proses penegakan hukum, ada faktor
yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sebagai
dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut, faktor

tersebut ada lima yaitu:

a.) Faktor Hukum (Peraturan)

Pada hakikatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur, antara lain unsur
perundang-undangan, hukum traktat, yuridis, hukum adat dan doktrin.
Secara ideal unsur-unsur ini harus harmonis, artinya tidak saling
bertentangan baik secara vertical maupun horizontal antara peraturan yang
satu dengan yang lainnya. Mengenai faktor hukum dalam hal ini ialah:

1. Pasal 27 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa
jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan

bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis

%9Hasybi Hassadigi, Hakim Wawancara,di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan,
16:30, 04-Juni 2022
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dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak
dan mediator.°

2. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator
wajib memastikan kesepakatan perdamaiantidak memuat ketentuan
yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan
atau merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

3. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam
akta perdamaian

b.) Faktor pelaku atau penegak hukum

Dalam berfungsinga hukum, mentalitas dan kepribadian petugas
memainkan peran penting. Walaupun peraturan sudah baik, tetapi kualitas
petugasnya kurang baik pasti aka nada masalah. Oleh karena itu salah satu
kunci  keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau
kepribadian penegak hukum tersebut. Dari segi mentalitas dan kepribadian
dimana dari segi mentalitas bahwa hakim mediator yang mengikuti proses
mediasi pasti lebih paham tentang mediasi sehingga lebih memahami apa
yang diinginkan para pihak yang berperkara. Sedangkan dari segi
kepribadian bahwa hakim mediator itu tidak berpihak pada salah satu pihak
yang berperkara, dan dapat berlaku adil. Dalam hal ini adalah pelaku atau
penegak hukum tersebut adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Kota

Padangsidempuan. Mengenai faktor penegak hukum itu dapat dilihat dari:

%0 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27
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1. Dari individu hakim mediator sendiri di Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan bahwasanya mereka telah melakukan upaya
perdamaian dengan teknik dan cara mereka masing-masing di dalam
mediasi di Pengadilan.

2. Dilihat dari  hakim mediator di Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan maka dari itu kemampuan mereka masih terbatas
dalam mendamaikan upaya mediasi.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di
dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana tersebut tidak akan
mungkin penegak hukum meyerasikan peran yang seharusnya dengan
peranan yang aktual. Di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan
telah mempunyai ruangan khusus untuk mediasi dengan menggunakan
ruangan sidang yang ada. Mengingat prosedur mediasi merupakan hal
yang baru yang masih dalam proses pengenalan serta belum didukung

oleh sarana dan prasarana memadai.

c.) Faktor kebudayaan (kebiasaan)
Kebiasaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia
dan masyarakat. Yaitu mengatur manusia dapat mengerti, bertindak
dan menetukan sikap. Kebiasaan masyarakat yang berperkara di
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan seolah-olah hanya untuk
memperoleh kepastian hukum semata. Artinya kebiasaan masyarakat

telah melakukan perdamaian di daerah masing-masing dengan dihadiri
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tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, harajoan, hatobangon dan
pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Mengajukan perkara ke

Pengadilan untuk mendapatkan legalitas perceraian.®*

d.) Faktor masyarakat (anggapan masyarakat terhadap mediasi)

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat sedikit
banyaknya mempunyai kesadaran hukum merupakan salah satu
indikator  berfungsi hukum yang bersangkutan. Para pihak yang
berperkara biasanya dalam kondisi yang labil, berada dipuncak
perselisinan.  Seolah-olah mediasi ini hanya sebagai hambatan yang
mempersulit  keinginan untuk bercerai. mereka tidak sadar bahwa
pengintegrasian  mediasi ke proses persidangan adalah  untuk

menciptakan perasaan sama-sama menang suatu perkara.®?

C. Pembahasan Hasil Penelitian/ diskusi hasil
PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan produk hukum yang diharapkan
dapat meyelesaikan sengketa agar tidak berkelanjutan sampai kepada proses
persidangan di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, sebagaimana
yang telah diuraikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas
serta tingkat kesadaran hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padang

sidimpuan dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator untuk mengatasi

ot Rujaini Tanjung, Hakim Wawancara, di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan.
12:01, 06-Juni 2022

62 Hasybi Hassadiqi, Hakim Wawancara,di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan,
16:30, 04-Juni2022
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perkara perceraian masih dapat dikategorikan belum efektif dengan melihat

jumiah perceraian yang semakin banyak. Dalam proses mediasi yang

mengatasi perceraian oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota

Padangsidempuan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi

ketidak-efektifan peran yang dibawakan oleh hakim mediator tersebut.

Dari hasil yang didapatkan di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan
bahwasanya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator belum efektif
dalam mediasi dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

1. Bahwa pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum begitu
maksimal hakim mediator yang  berpengalaman dalam mediasi dan
jumlah  hakim di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum
mecukupi. Maksdunya adalah kurangnya mediator dalam hampir setiap
pengadilan agama menjadi faktor kegagalan mediasi, sebab hakim yang
tidak mempunyai sertifikat mediator dan juga kurangnya pelatihan
mediator dari pusat sehingga menjadi faktor kegagalan mediasi. Selain
itu Bapak Rujaini Tanjung, S.H. menjelaskan bahwa terlalu cepat dalam
waktu mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan, dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur
mediasi di Pengadilan Agama dijelaskan bahwa waktu mediasi adalah 30
hari dan bisa ditambah menjadi 30 hari lagi apabila mulai menemui titik
terang, namun di Pengadilan Agama biasanya mediasi hanya berlangsung

5 hari kerja dengan penetapan baik berhasil atau tidaknya mediasi itu.
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2. Fasilitas-fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan
belum tergunakan secara maksimal. Fasilitas dan sarana yang memadai
sangat penting dalam melakukan mediasi, mulai dari ruangan yang aman
dan nyaman membuat para pihak nyaman dalam proses mediasi, selain
itu juga ditempat mediasi di Pengadilan Agama biasanya terdapat kata-
kata bijak sebuah pernikahan. Ini bertujuan para pihak yang ingin
melakukan perceraian dapat tersadar akan indahnya suatu pernikahan.

3. Bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan belum terlaksana secara maksimal serta tidak
memiliki banyak waktu dalam proses mediasi. Maksudnya ialah melihat
tingginya angka perceraian memungkinkan Kkecilnya perdamaian terjadi
di dalam Mediasi, dan waktu mediasi hanya dibatasi maka dari itu proses
dalam mediasi tidak begitu lama memungkinkan mediasi di Pengadilan
Agama Kota Padang sidimpuan belum terlaksana secara maksimal.

4. Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
melaksanakan kaukus, akan tetapi tidak mempengaruhi para pihak yang
di mediasi dapat berdamai.

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti faktor-faktor
yang mempengaruhi hakim mediator dilihat dari segi tugas yang di jalankan

seorang hakim mediator.

1. Salah satu pihak tidak hadir dalam waktu mediasi, mengakibatkan
mediasi tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah

Agung RI No. 1Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan
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Agama ketika sudah di upayakan mediasi biasanya pihak tergugat atau
termohon tidak hadir selama selang waktu mediasi yaitu 30 hari maka
mediasi dianggap tidak berhasil dan dilanjutkan ke persidangan.
Keterbatasan Hakim Mediator dalam Mediasi, sehingga para pihak tidak
dapat berdamai. Mediator yang pintar dalam berkomunikasi dan
mengelola masalah berperan penting untuk mengupayakan adanya titik
temu antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kemampuan dari mediator
yang ulet juga berpengarun dalam keberhasilan mediasi.

Hakim mediator tidak menggali lebih dalam pokok perkara yang di
mediasi, sehingga para pihak yang berperkara hanya menginginkan
kemauannya sendiri. Seorang Hakim Mediator harus lebih paham tentang
permasalahan para pihak yang berperkara. Seorang Hakim Mediator
memberikan kepada para pihak untuk mengeluarkan seluruh perkara
yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara agar supaya tidak ada
kesalah pahaman antara kedua belah pihak dan hakim Mediator.

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat faktor diantaranya:

Bahwa masyarakat pada umumnya tidak paham apa yang dimaksud
dengan tahapan mediasi, sehingga pada saat dilaksanakannya proses
mediasi, para pihak yang berperkara malah menimbulkan pertengkaran
dan perselisihan diantara para pihak yang berperkara.

Masyarakat yang berperkara kurang memahami bahasa yang digunakan
hakim mediator dalam proses mediasi, begitu juga hakim mediator

kurang memahami bahasa yang digunakan pihak yang bereperkara itu
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sendiri. Sehingga susah untuk menyatukan komunikasi yang tidak paham
satu sama yang lain.

3. Karena salah satu pihak sudah tidak mau hidup bersama dan rukun
kembali lagi dengan pasangannya, karena itu hakim mediator tidak dapat
memaksakan keputusan para pihak yang berperkara.

4. Pada umumnya pihak-pihak yang di mediasi oleh hakim mediator di
Pengadilan Agama sudah sering terlebih dahulu didamaikan oleh
keluarga dari pihak berperkara dan tidak mendatangkan hasil damai.

5. Masyarakat yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kota
Padang sidimpuan rata-rata sudah mempunyai surat cerai di bawah
tangan.

Teknik-teknik yang dilakukan hakim mediator dalam menjalani
proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan belum berjalan
dengan baik. Teknik yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan
Agama Kota Padangsidimpuan melalui mediasi agar tidak terjadi perceraian
kedua belah pihak antara suami dan isteri dengan memberikan nasehat,
himbauan, serta menganjurkan agar dilakukan perdamaian agar tidak
mengulangi  perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan malapetaka
dalam berumah tangga itu disamping itu mencabut gugatannya, tampaknya
tidak mulus untuk mencapai kesepakatan damai. Semestinya tugas seorang
hakim mediator itu bukan hanya ceramah dengan memberikan nasehat
maupun pandangan diseputar perkawinan tampak dari perceraian, akan tetapi

mediator mendorong para pihak agar mereka merasa ikut serta secara
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langsung berperan dalam proses mediasi guna untuk menggali dan

memperoleh apa yang mereka butuhkan bukan apa yang mereka inginkan.

Menurut analisis penulis, pengintegrasian mediasi ke dalam proses
beracara di Pengadilan untuk dapat menjadi salah satu instrumen efektif
mengatasi penumpukan perkara, sehingga dapat meminimilisir sengketa
dalam proses peradilan yang bersifat memutus belum membuahkan hasil.

Hal ini dapat dilihat bahwa masih sedikit perkara yang dimediasi berhasil.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota
padangsidempuan dapat dikategorikan belum efektif, karena bahwasanya
mediator hanya memberikan saran, arahan, serta nasehat kepada pihak
yang berperkara. Memang hakim mediator di Pengadilan Agama Kota
padangsidempuan telah melakukan kaukus, akan tetapi sedikit
kemungkinan kecil untuk dapat berdamai. Dan ketidak efektifan hakim
mediator dalam melakukan mediasi bukan berarti disebabkan banyaknya
perceraian yang diajukan.

2. Ketidakefektifan yang dilakukan oleh hakim mediator tidak terlepas dari
faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor
eksternal. Faktor hukum, yaitu karena peraturan yang mengatur proses
mediasi dengan waktu yang sangat terbatas, kemudian para pihak yang di
mediasi masih dalam keadaan emosi yang sangat tinggi. Faktor pelaku
atau penegak hukum, vyaitu Kkeberhasilan hakim mediator dalam
menjalankan tugasnya dari segi mentalitas dan kepribadian dimana dari
segi mentalitas bahwa hakim mediator yang mengikuti proses mediasi
pasti lebin paham tentang mediasi sehingga lebih memahami apa yang
diinginkan para pihak berperkara. Sedangkan dari segi kepribadian bahwa

hakim mediator itu tidak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara,

87
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dan dapat berlaku adil. Faktor sarana atau fasilitas dapat dikategorikan ke
dalam faktor internal, yaitu di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
telah memiliki ruang sidang mediasi yang disediakan, para pihak dan
hakim mediator belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Faktor
kebiasaan adat setempat dan faktor masyarakatnya sendiri dapat
dikategorikan ke dalam faktor eksternal, yaitu para pihak yang berperkara
mengajukan perkara ke persidangan hanya untuk mengambil legalitas
perceraian, dan sebelumnya telah dilakukan perdamaian di tempat tinggal
masing-masing dengan  dihadiri para pemuka-pemuka adat untuk
mendamaiakan para pihak, dan hasil perdamaian tidak ada. Oleh sebab itu
jalan keluat terakhir adalah para pihak mengajukan perkara ke Pengadilan
Agama.

Begitu juga dengan prosedur mediasi menangani sengketa
perceraian belu begitu maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari segi waktu
pelaksanaan mediasi yang dilakukan pada hari setelah penundaan sidang
dilakukan oleh majelis hakim. Dalam keadaan ini kurang efektif
melakukan mediasi karena kondisi para pihak yang berada di puncak
pertengkaran, sehingga mediasi hanya dianggap sebagai penghambat
untuk mencapai tujuannya.

B. Saran-saran
1. Kepada Pengadilan Agama hendaknya melakukan pelatihan mediasi
kepada hakim mediator di Pengadilan Tingkat Pertama (baik di Peradilan

Umum maupun di Peradilan Agama) sehingga mediator dapat
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menjalankan proses mediasi secara maksimal, dengan demikian tujuan
dari PERMA untuk meminimalisir sengketa perceraian dapat tercapai.

. Hakim mediator harus lebih banyak menelaah tentang PERMA No. 1
tahun 2016 untuk dijadikan sebagai bahan tentang proses mediasi.

. Perlu mengkaji ulang tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses
beracara di Pengadilan, mengingat pihak-pihak yang mengajukan perkara
sudah mempunyai kebulatan tekat dan tidak sekedar mencoba-coba
sebaiknya proses mediasi dilakukan dalam sebuah lembaga mediasi yang
dibiayai oleh Negara.

. Hakim mediator menjalankan tugasnya sebagai hakim mediator belum
secara maksimal, karena hakim mediator belum melakukan pelatihan
mediasi. Oleh karena itu mediasi yang dilakukan hanya sampai batas
kemampuan para hakim mediator.

Para pihak keluarga diharapkan untuk memberikan nasehat kepada suami

isteri yang berselisih sehingga tidak terjadi perceraian.
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EFEKTIVITAS UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM
MEDIASI MENDAMAIKAN KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDEMPUAN

“Daftar wawncara kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Kota

Padangsidempuan”

1. Berapa tahun Bapak sudah sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan

2. Berapa Kasus perceraian yang Bapak tangani sejak Januri 2022-sekarang?

3. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian di
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?

4. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan
sebagai penyebab terjadinya perceraian?

5. Apakah semua kasus yang bapak tangani selalu berakhir dengan
perceraian?

6. Bagaimana cara Bapak mengupayakan mediasi pada pihak yang
berperkara?

7. Bagaimana tanggapan para pihak yang berperkara terhadap mediasi yang
Bapak upayakan?

8. Kendala apa sajakah yang Bapak alami dalam mengupayakan mediasi
pada pihak-pihak yang berperkara?

9. Solusi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan upaya damai pada
proses mediasi?

10. Apakah mediasi yang Bapak lakukan sering terwujud atau gagal?

11. Apa tujuan Bapak menganjurkan mediasi pada pihak-pihak yang
berperkara?

12. Apakah Bapak berusaha mencari faktor yang melatar belakangi sengketa
antara pihak-pihak yang berperkara?

13. Apakah menurut Bapak PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi

efektif mencegah perceraian?



